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BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 5,TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 20
TAHUN 2015 TENTANG DENDA ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN

PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

: bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Menteri Dalam

Negeri untuk memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan
administrasi  kependudukan  kepada  masyarakat dengan
penghapusan  pengenaan  pungutan terhadap  dokumen
kependudukan termasuk meniadakan denda adminstratif dalam
pelayanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20
Tahun 2015 tentang Denda Administratif Keterlambatan
Pengurusan Dokumen Kependudukan.

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);




Menetapkan:

oDe

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan

Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional, sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional,

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2010 Nomor 1), sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pedoman  Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG DENDA ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN
PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.
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Pasal 1
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2015
tentang Denda Administratif Keterlambatan Pengurusan
Dokumen  Kependudukan (Berita  Daerah  Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 20) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 13 Desember 2018
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
NURHIDAYAH
Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD
SUYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 NOMOR : 54

Salinan sesuai

dengan aslinya
' Hl/IKUM,

WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M
NIP. 19690112 199903 2 005
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